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Abstract
Keywords: This study aims to formulate a productive philanthropic model by
Magashid al- integrating hadith with the Hybrid Contract concept in Islamic jurisprudence
Shariah, Hybrid (figh muamalah), utilizing the maqgashid shariah approach as a framework for
Contracts, economic empowerment and poverty alleviation aligned with Sustainable
Philanthropy Development Goal 1. Employing a qualitative method, the research applies

literature-based analysis, textual interpretation of hadith, and normative
inquiry into the legal structure of hybrid contracts in Islamic financial
practice. The findings indicate that combining prophetic values, shariah
objectives, and contractual flexibility offers a productive philanthropy
scheme that transcends consumptive aid. This model enhances the
adaptability and sustainability of Islamic social finance mechanisms. The
study underscores the necessity of policy reform in managing zakat, infaq,
and wagqf to be more economically empowering, encouraging a paradigmatic
shift from passive distribution toward active, shariah-driven empowerment.

Abstrak
Kata kunci: Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model filantropi produktif
Magashid Sayariah, berbasis integrasi hadis dengan konsep Hybrid Contract dalam fikih
Hybrid Contract, muamalah, menggunakan pendekatan maqashid syariah sebagai instrumen
Filantropi Produktif pemberdayaan ekonomi umat dan strategi pengentasan kemiskinan sesuai

dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin pertama.
Diajukan : Maret Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan
2025 kepustakaan, analisis teks hadis, dan telaah normatif terhadap struktur akad

ganda dalam praktik keuangan syariah. Temuan utama menunjukkan
bahwa perpaduan antara nilai-nilai profetik, tujuan syariah, serta
fleksibilitas hukum pada akad hybrid mampu membentuk skema filantropi
yang berorientasi produktivitas, bukan semata konsumsi. Model ini
berpotensi memperkuat efektivitas pengelolaan dana sosial Islam secara
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2025 lebih adaptif dan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menekankan
pentingnya reformulasi kebijakan dalam pengelolaan zakat, infak, dan
wakaf agar lebih berdaya guna secara ekonomi, serta mendorong
transformasi paradigma dari distribusi pasif menuju pemberdayaan aktif
berbasis nilai-nilai syariah.
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PENDAHULUAN

Kemiskinan masih menjadi isu mendasar dalam pembangunan global
maupun nasional. Berdasarkan laporan Sustainable Development Goals (SDGs),
tujuan pertama - No Poverty - menekankan pentingnya penghapusan
kemiskinan dalam segala bentuknya. Meskipun sejumlah kemajuan telah
dicapai, disparitas sosial-ekonomi serta keterbatasan akses terhadap sumber
daya produktif masih menjadi kendala utama, khususnya di negara-negara
berkembang seperti Indonesia (Santoso & Raharjo, 2021). Dalam kerangka
ekonomi Islam, instrumen keuangan sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan
wakaf telah lama diposisikan sebagai mekanisme distribusi kekayaan yang
adil. Namun, efektivitas instrumen-instrumen tersebut dalam mengatasi
kemiskinan secara berkelanjutan masih menghadapi tantangan, terutama
dalam hal optimalisasi dan keberlanjutan program. Oleh karena itu,
pendekatan baru yang bersifat integratif dan kontekstual menjadi kebutuhan
mendesak. Integrasi antara studi hadis, konsep Hybrid Contract dalam fikih
muamalah, dan pendekatan maqashid syariah dapat menawarkan solusi
konseptual dan praktis dalam membangun model filantropi produktif.

Selama ini, kajian mengenai Hybrid Contract dalam literatur fikih dan
hadis umumnya lebih terfokus pada aspek legalitas dan batasan syar’inya
dalam transaksi keuangan. Namun, masih sedikit penelitian yang secara
khusus mengaitkan konsep Hybrid Contract dalam perspektif hadis dengan
tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks filantropi
produktif berbasis maqashid syariah untuk pengentasan kemiskinan. Kajian
Hasan (2020) menyoroti pentingnya reformasi manajemen zakat di negara-
negara mayoritas Muslim untuk meningkatkan manfaat publik, namun belum
membahas integrasi Hybrid Contract dalam konteks filantropi produktif.
Sementara itu, Gunawan dan Rusydiana (2023) melalui analisis bibliometrik
menemukan bahwa penelitian tentang zakat dan SDGs masih terbatas,
terutama dalam aspek inovasi model keuangan sosial Islam yang mendukung
SDG 1. Begitu pula dengan studi Isman dan Amalia (2023) yang menekankan
relevansi maqashid syariah dalam pengelolaan zakat untuk mencapai tujuan
pembangunan berkelanjutan, tetapi belum secara spesifik mengulas peran
Hybrid Contract dalam kerangka filantropi produktif. Oleh karena itu, kajian ini
bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis bagaimana
integrasi hadis dan Hybrid Contract dapat dirumuskan sebagai model keuangan
sosial Islam yang berdampak langsung terhadap SDG 1.

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab kesenjangan dalam literatur
terkait integrasi konsep Hybrid Contract dalam perspektif hadis dengan model
filantropi produktif yang berbasis maqashid syariah. Secara khusus, studi ini
hendak merumuskan model keuangan sosial Islam yang tidak hanya sah secara
syar’i, tetapi juga relevan dan aplikatif dalam mendukung tujuan
pembangunan berkelanjutan, terutama pengentasan kemiskinan sebagaimana
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tercantum dalam SDG 1 (No Poverty). Dengan menggabungkan pendekatan

normatif dari hadis, analisis fikih muamalah tentang akad-akad hybrid, serta

prinsip maqashid syariah, penelitian ini menawarkan pendekatan baru yang

lebih integratif dan kontekstual dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan

wakaf agar berdampak ekonomi secara nyata.

Secara teoretis, kajian ini diharapkan memperkaya khazanah keilmuan

ekonomi Islam dengan menghadirkan narasi baru mengenai keterkaitan antara

hadis dan konsep Hybrid Contract dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Temuan dari penelitian ini berpotensi menjadi acuan dalam perumusan model-

model filantropi produktif berbasis hukum Islam yang lebih inovatif, adaptif,

dan berkelanjutan. Sementara secara praktis, model yang ditawarkan dapat

dijadikan dasar oleh lembaga pengelola dana sosial Islam dalam

mengembangkan skema keuangan sosial yang lebih strategis dan berdampak

luas dalam menanggulangi kemiskinan, khususnya di negara berkembang

seperti Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki

signifikansi akademik, tetapi juga kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan

publik berbasis nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis

kajian pustaka untuk menganalisis integrasi antara hadis-hadis muamalah,

konsep Hybrid Contract dalam fikih, dan pendekatan maqashid syariah dalam

pengembangan filantropi produktif yang mendukung pengentasan kemiskinan

(SDG 1) (Assyakurrohim et al., 2022). Sumber primer yang dikaji meliputi
hadis-hadis dari kitab-kitab otoritatif seperti Shahih al-Bukhari, Shahih Muslim,
dan Sunan Abu Dawud, yang dianalisis melalui kritik sanad dan matan guna

memastikan validitas normatif dan relevansi substansinya. Penafsiran hadis

dikuatkan oleh pandangan ulama klasik seperti Imam Nawawi dan Ibn

Qayyim, serta diperluas dengan gagasan kontemporer dari Yusuf al-Qaradawi,

Muhammad Taqi Usmani, dan Jasser Auda. Konsep Hybrid Contract ditelaah

dari sudut pandang fikih muamalah lintas mazhab, dengan pendekatan ta’lil

dan istihsan sebagai kerangka istinbat hukum untuk menilai kelayakan struktur

akad majemuk dalam konteks transaksi modern. Pendekatan maqashid syariah

digunakan sebagai alat analisis untuk mengevaluasi apakah model yang

diusulkan mendukung prinsip hifz al-mal, hifz al-nafs, dan hifz al-ird. Selain itu,

data sekunder dari laporan resmi lembaga zakat dan wakaf seperti Dompet

Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT Sidogiri digunakan untuk menilai efektivitas

kontekstual model multi akad dalam praktik pemberdayaan ekonomi

mustahik. Dengan metode ini, penelitian bertujuan merumuskan model

konseptual yang bersifat normatif-aplikatif dalam rangka menciptakan

instrumen filantropi Islam yang lebih strategis dan berkelanjutan.
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HASIL DAN PEMBAHSAN
Nilai-nilai etika muamalah dalam hadis yang menunjang keuangan inklusif.

Dalam sejarah perkembangan Islam, Nabi Muhammad, berperan dalam
mengubah struktur ekonomi masyarakat Arab yang awalnya terfokus pada
suku menjadi lebih inklusif dan adil. Dalam proses tersebut, ajaran Nabi, yang
tercantum dalam hadis-hadis tentang muamalah menjadi landasan utama
untuk merancang sistem ekonomi yang menyejahterakan semua golongan,
terutama yang terpinggirkan secara sosial-ekonomi (Othman, 2022). Hadis-
hadis ini memberikan pedoman etis yang memprioritaskan keadilan dan
kesejahteraan sosial, serta mengarahkan sistem ekonomi yang tidak hanya
menguntungkan satu pihak tetapi memberikan akses yang adil bagi semua
lapisan masyarakat.

Salah satu aspek yang ditekankan dalam hadis adalah larangan
terhadap riba, yang menurut Nabi, dapat menimbulkan ketidakadilan dan
memperburuk kesenjangan ekonomi. Dalam riwayat yang disebutkan oleh
Imam Muslim, beliau bersabda:

2 105 818 ifhs G sk DU odn SR 36 (1 1 coliey 552 ¢ g Sl aladll Ladly sl Ll

“Emas dengan emas, perak dengan perak harus sebanding dan tunai.

Apabila jenisnya berbeda, maka jual belilah sesuai yang kalian kehendaki, selama
dilakukan secara tunai.”

Hadis ini mengindikasikan bahwa transaksi dalam sistem ekonomi
Islam harus menghindari segala bentuk ketidakadilan, termasuk dalam hal
pertukaran barang ribawi. Hal ini sejalan dengan prinsip keuangan inklusif
yang memastikan bahwa tidak ada pihak yang dieksploitasi dalam transaksi
ekonomi. Imam Nawawi menambahkan bahwa larangan riba bukan hanya soal
kelebihan nominal yang tidak seimbang, tetapi lebih kepada prinsip dasar yang
mengutamakan keseimbangan dan keadilan dalam interaksi ekonomi
(Kusuma, 2023).

Selain itu, Nabi, juga sangat menekankan pentingnya transparansi dan
kejujuran dalam transaksi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, beliau
bersabda:

“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan bagian dari golongan kami.”

Hadis ini menegaskan bahwa praktik menipu dalam transaksi tidak
hanya merugikan pihak yang ditipu tetapi juga bertentangan dengan prinsip
dasar akhlak dalam Islam. Ulama seperti al-Ghazali menjelaskan bahwa
penipuan dalam muamalah tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga
merusak tatanan moral masyarakat. Dalam konteks keuangan inklusif,
transparansi menjadi prasyarat utama untuk membangun kepercayaan antara
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pihak-pihak yang terlibat, terutama dalam sistem yang bertujuan untuk
melindungi dan memberdayakan golongan yang lebih lemah (Suciana, 2023).

Tidak hanya itu, sikap lemah lembut dalam bermuamalah juga menjadi
prinsip yang sangat ditekankan oleh Nabi. Sebagai contoh, beliau bersabda:

S 1305 (B 135 6 15) S8 )
“Semoga Allah merahmati orang yang bersikap lembut ketika menjual,
membeli, dan menagih hutang.” (HR. Bukhari, no. 2076)

Hadis ini mendorong sikap kemudahan dan keluwesan dalam
bertransaksi, yang menciptakan ruang bagi semua pihak, termasuk yang
berada dalam posisi lemah atau terpinggirkan, untuk terlibat dalam kegiatan
ekonomi tanpa takut tereksploitasi. Yusuf al-Qaradawi mengungkapkan bahwa
sifat lemah lembut ini juga mendukung terciptanya hubungan sosial yang sehat
dan inklusif dalam ekonomi, di mana semua pihak dapat merasa aman dan
dihargai.

Pandangan kontemporer dari ulama seperti Muhammad Taqi Usmani
memperlihatkan bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam hadis-hadis tentang
muamalah dapat diterapkan dalam sistem keuangan syariah modern, termasuk
fintech berbasis syariah, untuk menciptakan sistem ekonomi yang berkeadilan.
Hal ini menunjukkan bahwa ajaran-ajaran tersebut tidak hanya relevan dalam
konteks pribadi, tetapi juga membentuk kerangka dasar yang diperlukan untuk
mendirikan lembaga keuangan yang inklusif dan adil (Lina Maulidiana et al.,
2024).

Secara keseluruhan, hadis-hadis yang mengatur etika muamalah
mencerminkan keinginan Islam untuk menciptakan sistem ekonomi yang bebas
dari eksploitasi dan diskriminasi. Sistem keuangan yang hanya
menguntungkan segelintir pihak bertentangan dengan nilai-nilai yang
terkandung dalam ajaran Nabi. Oleh karena itu, penting untuk terus menggali
penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam perkembangan sistem keuangan
Islam modern yang lebih inklusif, terutama melalui lembaga-lembaga yang
berbasis syariah.

Hybrid Contract dalam Perspektif Fikih dan Hadis

Dalam wacana fikih muamalah kontemporer, istilah Hybrid Contract
atau akad murakkab merujuk pada struktur kontrak yang terdiri dari dua atau
lebih akad yang digabung dalam satu rangkaian transaksi demi mencapai
tujuan tertentu yang lebih kompleks. Model ini muncul dari kebutuhan praktis
dalam ekonomi modern yang menuntut fleksibilitas dalam bertransaksi,
namun tetap dalam koridor syariah. Misalnya, kombinasi antara akad gard
(u=2), yakni pinjaman tanpa imbal balik, dengan akad ijarah (:_»)), yaitu sewa
atau jasa berbayar, sering digunakan dalam pembiayaan mikro syariah. Dalam
struktur seperti ini, seseorang memberikan dana dalam bentuk pinjaman,
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namun juga mengaitkannya dengan layanan tertentu yang diberikan kepada
peminjam dan dikenai biaya, sehingga fungsi sosial dan komersial berjalan
bersamaan.

Ragam lainnya adalah perpaduan antara wakalah (4<5) dan
mudharabah (%:txas). Akad wakalah adalah bentuk pelimpahan wewenang
untuk bertindak atas nama pihak lain, sedangkan mudharabah merupakan
kerja sama usaha di mana pemilik modal menyerahkan dana kepada pengelola
usaha dengan sistem bagi hasil. Dalam praktik lembaga keuangan syariah,
kedua akad ini sering dikombinasikan agar dana investor dapat dikelola secara
profesional oleh manajer investasi yang juga memiliki kuasa administratif dari
pihak pemilik modal. Skema ini sering digunakan dalam pengelolaan dana
investasi kolektif atau produk tabungan berjangka berbasis bagi hasil.

Di sisi lain, penggabungan akad murabahah (jual beli margin), salam
(jual beli pesanan dengan pembayaran di muka), dan istisna’ (jual beli barang
manufaktur berdasarkan pesanan) juga semakin marak digunakan untuk
memenuhi kebutuhan komersial dalam pembiayaan konstruksi atau proyek
manufaktur, di mana barang atau jasa belum tersedia saat akad dilakukan
(Kalbuadi, 2015).

Terkait legalitas Hybrid Contract, ulama klasik meninjau isu ini dengan
sangat hati-hati. Sebagian besar merujuk pada kaidah yang dikenal dalam
hadis:

By 3 O of B A Jgey £
"Rasulullah melarang dua transaksi dalam satu transaksi" (HR. Abu
Dawud, no. 3003).

Hadis ini menjadi dasar kehati-hatian dalam mencampurkan dua akad
yang dapat mengakibatkan unsur ketidakjelasan atau ketimpangan hak dan
kewajiban. Namun, ulama juga menggunakan pendekatan ta’lil (Jd=il), yakni
pencarian ‘illah atau sebab hukum, untuk melihat konteks akad yang digabung.
Jika tidak terdapat unsur riba (L), gharar (L.¢), atau maysir (,w), maka
penggabungan akad dapat ditoleransi (Ridwan, 2023).

Selain itu, metode istihsan (olsais¥l) juga digunakan oleh fugaha untuk
mengakomodasi kebutuhan transaksi kontemporer. Istihsan, sebagai bentuk
istinbat hukum yang mempertimbangkan kemaslahatan di luar kaidah umum,
menjadi dasar bagi beberapa ulama dalam membolehkan penggabungan akad,
terutama jika memenuhi asas keadilan, transparansi, dan keridhaan kedua
belah pihak. Dengan pendekatan ini, sebagian ulama Maliki dan Hanafi
mengizinkan akad murakkab dengan catatan struktur dan tujuannya tidak
menimbulkan penipuan atau unsur gharar yang berlebihan.

Sementara itu, ulama kontemporer seperti Sheikh Muhammad Tagqi
Usmani dalam karyanya "An Introduction to Islamic Finance" menegaskan
bahwa struktur Hybrid Contract bisa diterima selama tidak menyembunyikan
praktik riba atau bentuk pengelabuan hukum. Demikian pula, Yusuf al-
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Qaradawi dalam "Figh al-Mu'amalat" menyatakan bahwa jika penggabungan
akad dapat membawa kemaslahatan dan tidak melanggar prinsip syariah,
maka boleh dilakukan berdasarkan asas darurat dan kebutuhan zaman. Para
ulama ini menilai bahwa akad murakkab dapat menjadi sarana untuk
memformulasikan produk keuangan syariah yang lebih kompetitif dan
inklusif, dibandingkan sistem konvensional.

Dari sisi aplikatif, Hybrid Contract memiliki kontribusi besar dalam
pengembangan keuangan sosial syariah, yang mengusung prinsip inklusivitas,
keadilan, dan keberlanjutan. Dalam skema pembiayaan mikro, misalnya,
penggabungan qard-ijjarah memungkinkan lembaga keuangan syariah
memberikan bantuan modal usaha kepada kelompok rentan dengan syarat
yang ringan, namun tetap menjaga keberlangsungan lembaga melalui
kompensasi layanan. Demikian pula, integrasi wakalah-mudharabah sangat
berguna dalam menghimpun dana sosial masyarakat yang kemudian dikelola
dalam kegiatan produktif berbasis nirlaba (Isman, 2024).

Hybrid Contract juga mendukung inovasi produk dalam sektor sosial
seperti zakat produktif, wakaf tunai, dan pembiayaan pendidikan. Kombinasi
akad memungkinkan pengelolaan dana-dana sosial secara lebih dinamis dan
transparan. Sebagai contoh, dana wakaf dapat dikembangkan melalui
mudharabah atau istisna’, dengan pengelolaan administratif berbasis wakalah.
Hal ini membuka peluang baru dalam menciptakan ekonomi yang tidak hanya
berbasis syariah, tetapi juga responsif terhadap tantangan sosial dan kebutuhan
pembangunan berkelanjutan.

Pendekatan Maqgashid Syari’ah pada Hybrid Contract

Dalam kerangka epistemologi Islam, magasid al-shari’ah (Ax,dll 1alic)
memiliki posisi sentral sebagai fondasi filosofis hukum Islam. Magasid tidak
sekadar memuat tujuan hukum, tetapi juga menjadi prinsip yang menjaga
keseimbangan antara teks (nass) dan maslahat umat manusia. Di antara tujuan
utama magqasid adalah perlindungan terhadap harta (hifz al-mal - Jl/ Lss), jiwa
(hifz al-nafs — (wdill Lds), dan kehormatan (hifz al-‘ird - (<2l 5és), yang termasuk
dalam kategori kebutuhan primer (daruriyyat). Menurut al-Ghazali dalam al-
Mustasfa, jika kebutuhan-kebutuhan ini tidak dijaga, kehidupan manusia akan
runtuh karena rusaknya sendi-sendi pokok keberadaan (Sinaga et al., 2025).

Perlindungan terhadap harta (hifz al-mal) mengandung pengertian
bahwa Islam menaruh perhatian besar terhadap legitimasi kepemilikan dan
distribusi harta yang adil. Al-Qur’an secara tegas melarang pemanfaatan harta
secara batil, sebagaimana firman Allah:

JoUb oSy (Sl 15158 Y,

Ayat di atas mengandung makna larangan atas praktik curang dan
manipulatif dalam transaksi. Imam al-Shatibi menjelaskan bahwa salah satu
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tujuan syariat adalah mencegah terjadinya ketimpangan ekonomi dan
eksploitasi dalam hubungan sosial. Oleh karena itu, sistem zakat, larangan riba,
dan anjuran sedekah bukan sekadar ibadah, tetapi juga instrumen distribusi
kekayaan demi menjaga keberlanjutan sosial.

Sementara itu, hifz al-nafs (perlindungan terhadap jiwa) merefleksikan
kepentingan tertinggi syariat dalam menjaga hak hidup dan keselamatan
manusia. Al-Qur’an mengisyaratkan nilai jiwa manusia dengan sangat tinggi,
melalui ayat:

e ol LT GG Ll o

Ayat tersebut mengandung makna bahwa menyelamatkan satu jiwa
setara dengan menyelamatkan seluruh umat manusia. Ibn ‘Ashir memperluas
makna perlindungan jiwa bukan hanya pada aspek eksistensi biologis, tetapi
juga pada pemeliharaan kualitas hidup yang bermartabat. Karena itu, akses
terhadap layanan kesehatan, keamanan publik, dan kebutuhan pokok menjadi
manifestasi magasid dalam konteks sosial kontemporer (GUNAWAN, n.d.).
Adapun hifz al-‘ird (penjagaan kehormatan), menjadi landasan etis dalam
interaksi sosial. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga nama baik,
martabat, dan integritas pribadi. Dalam QS. an-Nur: 4 disebutkan:

Bl U oagllr B eligs anl gl | ¢ liadt 0gay )y

Ayat selanjutnya di atas merupakan peringatan keras terhadap tindakan
fitnah dan pencemaran nama baik. Al-Shatibi dalam al-Muwafagat menekankan
bahwa kehormatan termasuk magasid daririyyah, karena pelanggarannya dapat
merusak tatanan masyarakat dan menimbulkan konflik sosial yang
berkepanjangan. Ketika syariah berhadapan dengan realitas yang terus
berubah, pendekatan magasid hadir sebagai jembatan antara hukum normatif
dan kebutuhan sosial. Dalam hal ini, magasid mendinamisasi hukum syariah
agar tetap relevan tanpa kehilangan orisinalitasnya (Bahri, 2024). Ulama seperti
Jasser Auda mengembangkan pendekatan sistemik (Magasid-based Systems
Approach) yang tidak hanya melihat teks sebagai statis, tetapi
menghubungkannya dengan kompleksitas sosial, multidimensionalitas, dan
kontekstualitas. Dengan demikian, hukum Islam dapat merespons isu-isu
kemanusiaan kontemporer seperti kemiskinan, marginalisasi, dan ketimpangan
global (Mutho’am, 2021).

Magasid tidak hanya memiliki fungsi teoretis, tetapi juga aplikatif.
Dalam konteks keuangan, hifz al-mal menjadi fondasi lahirnya sistem ekonomi
Islam yang inklusif, menolak eksploitasi finansial, dan mendukung
keseimbangan distribusi. Demikian pula, hifz al-nafs menuntut pengembangan
kebijakan publik yang menjamin kesehatan universal dan perlindungan
terhadap kelompok rentan. Dengan demikian, magasid membentuk paradigma
pembangunan berkeadilan yang berakar pada nilai-nilai wahyu, tetapi
berorientasi pada transformasi sosial.
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Lebih jauh, maqgasid memiliki korelasi signifikan dengan Tujuan

Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama dalam agenda pengentasan

kemiskinan. SDG pertama menargetkan “menghapus kemiskinan dalam segala

bentuk di mana pun,” suatu tujuan yang telah lama diupayakan oleh syariah

melalui instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf. Prinsip Islam

seperti QS. at-Taubah: 103 menunjukkan bahwa distribusi kekayaan bukan

sekadar amal, tetapi kewajiban sistemik demi keadilan sosial. Oleh karena itu,

magqasid dan SDGs bertemu pada titik maslahat kolektif dan pemberdayaan

masyarakat miskin secara berkelanjutan.

Dalam konteks ini, pandangan M. Umer Chapra menegaskan bahwa

sistem ekonomi Islam berbasis magasid lebih mampu menjawab tantangan

keadilan ekonomi dibanding sistem kapitalistik yang berorientasi pada

akumulasi (Rama & Makhlan, 2013). Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai

magqasid dapat dijadikan acuan dalam merumuskan kebijakan pembangunan

global yang berorientasi pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Namun demikian, penerapan magasid dalam ranah kebijakan publik

menghadapi tantangan serius, terutama dalam negara-negara dengan sistem

hukum sekuler. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif

dan transdisipliner agar magasid tidak hanya menjadi wacana normatif, tetapi

juga menjadi kerangka kerja operasional dalam pembangunan. Di sinilah

pentingnya penelitian lanjutan yang mengintegrasikan magasid dengan ilmu

sosial, ekonomi, dan teknologi.
Hybrid Contract sebagai Instrumen Filantropi Produktif

Filantropi = produktif = merupakan suatu  pendekatan

menggabungkan antara bantuan langsung dan upaya pemberdayaan

masyarakat. Pendekatan ini tidak hanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan

dasar secara sementara, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas

individu atau kelompok agar mampu mandiri dalam jangka panjang. Dalam

praktiknya, filantropi produktif mencakup penyediaan pelatihan keterampilan,

dukungan modal usaha, akses jaringan pasar, serta pendampingan yang

berkelanjutan.

Esensinya adalah menciptakan perubahan sosial yang berkelanjutan, di

mana penerima manfaat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi dibekali

alat untuk menjadi lebih berdaya. Hal ini sejalan dengan konsep taqwiyah

dalam ajaran Islam, yakni memperkuat posisi ekonomi mustahik agar mereka

dapat keluar dari kondisi ketergantungan.

Dengan demikian, filantropi tidak sekadar menjadi bentuk kepedulian

sosial, tetapi juga berfungsi sebagai strategi pembangunan yang menumbuhkan

partisipasi aktif dan mengurangi ketimpangan secara lebih struktural (Sri

Rokhlinasari & Ridwan Widagdo, 2023).
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Model zakat produktif berbasis gard, ijarah, dan wakalah merupakan
salah satu bentuk Hybrid Contract sebagai langkah inovatif pengelolaan zakat
yang menggabungkan aspek bantuan langsung dengan strategi pemberdayaan
ekonomi mustahiq. Dalam pendekatan ini, zakat tidak hanya disalurkan dalam
bentuk konsumtif, tetapi juga diolah menjadi instrumen yang dapat
mendorong kemandirian ekonomi melalui skema pembiayaan yang sesuai
syariah. Tiga akad utama yang digunakan - gard hasan (pinjaman tanpa bunga),
ijarah (sewa atau upah atas pemanfaatan aset atau jasa), dan wakalah
(pelimpahan wewenang) - digabungkan untuk membentuk sistem yang
berdaya guna dan berkesinambungan.

Skema operasional model ini melibatkan beberapa tahapan yang saling
terintegrasi. Pertama, muzakki (pemberi zakat) menyerahkan dana zakat kepada
lembaga amil zakat (LAZ) dengan akad wakalah, memberikan kuasa penuh
kepada LAZ untuk mengelola dana tersebut. Selanjutnya, LAZ menyalurkan
dana kepada mustahiq (penerima zakat) dalam bentuk pembiayaan usaha
produktif melalui akad gqard hasan. Dana ini dipinjamkan tanpa beban
tambahan, dengan kesepakatan bahwa mustahig akan mengembalikannya
sebagai bentuk tanggung jawab moral, bukan kewajiban syar‘i. Di sisi lain,
untuk mendukung kelancaran usaha, LAZ juga menyediakan fasilitas produksi
atau pelatihan melalui akad ijarah, di mana mustahiq dapat menggunakan alat
atau mendapatkan layanan tertentu selama masa wusaha. Keseluruhan
pengelolaan ini berada di bawah kerangka akad wakalah, sehingga LAZ
bertindak sebagai pengelola yang bertanggung jawab atas efisiensi dan
keberhasilan program.

Pendekatan ini tetap menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas syariah.
Penggunaan dana zakat dalam bentuk gard hasan tetap sah secara hukum
syariah selama mustahiq termasuk dalam kelompok delapan ashnaf
sebagaimana disebut dalam QS. at-Taubah ayat 60, dan dana tidak
dimaksudkan untuk keuntungan, tetapi sebagai instrumen pemberdayaan.
Penghindaran unsur riba dan gharar menjadi perhatian utama. Oleh karena itu,
semua transaksi dilakukan dengan akad yang jelas, transparan, dan
terdokumentasi, serta diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar tidak
menyimpang dari maqasid zakat itu sendiri.

Dari sisi manajemen risiko, model ini menghadapi beberapa tantangan,
seperti potensi gagal bayar dari mustahiq atau penyalahgunaan aset produktif.
Untuk mengantisipasi hal tersebut, LAZ perlu menerapkan seleksi yang ketat
terhadap calon penerima, memberikan pelatihan kewirausahaan dasar, serta
melakukan monitoring berkala selama masa usaha berjalan. Risiko sosial,
seperti stigma bahwa dana zakat berubah menjadi “utang”, juga dapat diredam
dengan pendekatan edukatif dan budaya, yang menekankan bahwa gard dalam
konteks ini bukan bentuk tekanan finansial, melainkan bagian dari proses
pemberdayaan. Transparansi dan pelaporan publik menjadi aspek penting
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lainnya dalam menjaga kepercayaan masyarakat dan menjamin
keberlangsungan program.

Secara keseluruhan, model zakat produktif ini mencerminkan
perpaduan harmonis antara nilai-nilai spiritual dan pendekatan manajerial
yang strategis. la merealisasikan fungsi sosial zakat tidak hanya sebagai sarana
distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai penggerak pembangunan ekonomi
mikro berbasis syariah. Dalam konteks yang lebih luas, model ini sangat
relevan dalam mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs),
khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat bawah secara mandiri dan berkelanjutan.

Transformasi Filantropi Produktif Menuju Solusi Berkelanjutan bagi SDG 1:
Pengentasan Kemiskinan Global

Filantropi produktif memiliki kaitan yang kuat dengan Sustainable
Development Goal (SDG) 1, yang bertujuan untuk "menghapus kemiskinan
dalam segala bentuknya." Dengan menggabungkan bantuan langsung dan
pemberdayaan, pendekatan ini secara langsung mendukung pencapaian
indikator SDG 1, seperti peningkatan akses ke pembiayaan yang inklusif,
penciptaan pendapatan berkelanjutan, dan penguatan ketahanan ekonomi bagi
kelompok rentan. Dalam konteks ini, filantropi lebih dari sekadar cara
mengatasi kemiskinan sementara, namun berfokus pada pembangunan
kapasitas yang dapat memutus lingkaran kemiskinan dalam jangka panjang.

Dibandingkan dengan model bantuan langsung seperti Bantuan
Langsung Tunai (BLT), filantropi produktif menawarkan keunggulan dalam hal
keberlanjutan. BLT memang efektif dalam mengatasi tekanan ekonomi dalam
jangka pendek, tetapi sering kali bersifat konsumtif dan menyebabkan
ketergantungan. Sebaliknya, filantropi produktif memfokuskan bantuan pada
sektor produktif seperti usaha mikro, pelatihan keterampilan, dan
pengembangan ekosistem bisnis yang dapat mendorong pertumbuhan
ekonomi jangka panjang. Begitu pula, jika dibandingkan dengan mikrofinans
konvensional yang berorientasi pada keuntungan dan sering membebani
peminjam dengan bunga tinggi, filantropi produktif yang berbasis pada dana
sosial Islam menawarkan skema tanpa riba, berbagi risiko, dan dilandasi oleh
prinsip keadilan serta keberkahan.

Keuangan sosial Islam memainkan peran penting dalam kebijakan
pembangunan berkelanjutan dengan menjadi pelengkap yang memperkuat
berbagai program penanggulangan kemiskinan. Instrumen seperti zakat, wakaf
produktif, dan dana sosial lainnya dapat diintegrasikan dalam kebijakan
pembangunan negara dengan cara yang lebih terstruktur. Dana-dana ini tidak
hanya bersifat spiritual dan etis, tetapi juga partisipatif, berasal dari
masyarakat, sehingga menciptakan rasa kepemilikan dan solidaritas sosial
yang lebih kuat. Beberapa negara seperti Indonesia, Malaysia, dan Sudan telah
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memulai untuk mengintegrasikan keuangan sosial Islam dalam kebijakan fiskal
dan pembangunan, sebagai upaya memperluas perlindungan sosial tanpa
membebani anggaran negara secara eksklusif.

Beberapa lembaga zakat dan wakaf di Indonesia seperti Dompet
Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT telah mengimplementasikan multi akad
dalam program pemberdayaan ekonomi mustahik. Mereka menggabungkan
akad gard untuk pemberian modal bebas bunga, ijarah sebagai bentuk
penyewaan sarana produksi, dan wakalah dalam bentuk penugasan
pengelolaan usaha oleh penerima manfaat. Pendekatan ini tidak hanya
memfasilitasi bantuan tanpa riba, tetapi juga memberikan dukungan alat usaha
serta pelimpahan tanggung jawab secara profesional kepada mustahik.
Berdasarkan laporan resmi dari Kementerian Agama (2021) dan Dompet
Dhuafa (2022), skema ini terbukti meningkatkan pendapatan penerima manfaat
secara signifikan dan mengurangi ketergantungan terhadap bantuan langsung.
Disamping itu, pendekatan ini juga memperkuat keberlanjutan dana sosial
karena mendorong rotasi aset dan sistem pendampingan usaha secara
berkelanjutan.

Oleh karena itu, filantropi produktif tidak hanya mendukung SDG 1
secara teknis, tetapi juga menawarkan pendekatan yang lebih berkelanjutan
dan berbasis nilai. Di masa depan, penguatan regulasi, digitalisasi layanan
keuangan sosial Islam, dan kolaborasi antara lembaga zakat, pemerintah, dan
sektor swasta akan menjadi kunci untuk memperluas dampak sosial dan
memastikan pengentasan kemiskinan yang holistik dan transformasional.

KESIMPULAN

Kajian ini menegaskan bahwa integrasi antara hadis-hadis muamalah,
Hybrid Contracts, dan pendekatan maqashid syariah dapat membentuk
fondasi konseptual dan aplikatif bagi pengembangan filantropi produktif yang
berkelanjutan, khususnya dalam mendukung pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (SDG 1): Pengentasan Kemiskinan. Hadis-hadis
yang membahas sedekah jariyah, wakaf, larangan riba, dan prinsip-prinsip
transaksi adil menjadi dasar normatif yang kuat bagi pembentukan sistem
ekonomi Islam yang berkeadilan, inklusif, dan bebas dari eksploitasi.

Secara fikih, konsep Hybrid Contract (akad murakkab) yang
menggabungkan akad seperti qard, ijarah, dan wakalah menunjukkan
fleksibilitas hukum syariah dalam menjawab kebutuhan ekonomi kontemporer.
Ulama klasik menunjukkan kehati-hatian dalam penerapan model akad ganda
ini, namun para ulama kontemporer seperti Taqi Usmani dan Yusuf al-
Qaradawi membuka ruang ijtihad dengan landasan magqashid dan istihsan,
selama akad tersebut menjunjung keadilan, transparansi, dan tidak melanggar
prinsip syariah.
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Penerapan nyata dari skema ini dapat dilihat pada program zakat
produktif dan wakaf produktif yang dijalankan oleh berbagai lembaga seperti
Dompet Dhuafa, Rumah Zakat, dan BMT. Skema multi akad tersebut terbukti
meningkatkan pendapatan mustahik, mengurangi ketergantungan terhadap
bantuan konsumtif, dan memperkuat sirkulasi dana sosial. Model ini tidak
hanya menyasar aspek spiritual dan sosial, tetapi juga dirancang secara
manajerial untuk mendorong kemandirian dan kesejahteraan ekonomi
mustahik secara sistemik.

Dari sudut maqashid syariah, kombinasi nilai-nilai seperti hifz al-mal
(menjaga harta), hifz al-nafs (menjaga jiwa), dan hifz al-‘ird (menjaga
kehormatan) menunjukkan bahwa pendekatan ini tidak hanya relevan secara
normatif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan pembangunan
berkelanjutan yang adil dan partisipatif.
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